
Menimbang

WALIKOTA BATU
PROVIIISI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR I TAHI'N 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

a. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan
daerah berdasarkan potensi bidang seni, budaya,
kondisi alam desa, ekonomi laeatif, serta untuk
menggeralkan perekonomian desa guna
meningkatkan kesej ah teraan masyarakat;

b. bahwa desa wisata merupakan bagian dari integrasi
pembangunan daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, terpadu, berkelarjutan, dan
bertanggung jawab dengan teup menjaga serta
melindungi nilai-nilai agama, budaya, dan kondisi
alam yang berwawasan kepentingan nasional,
pemenuhan hak asasi, dan berdasarkan kewenangan
desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan dal Pasal 12 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaeraI,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam
pengelolaan kepariwisataan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

'1.

2.

3

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 91, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 t 8);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Mengingat



Tahun 20Oq Nomor 11, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indoaesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangal
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 821 sebagaimara telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 tentarg Perubahan
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukal Peraturan Perundarg-undalgal
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5497);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahar Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
f,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tenta.ng Perubaha! Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik
lndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentarg
Renca-na Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2OIO-2O25 (l€mbaran Negara
Repubhk lndonesia Talun 2011 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (l,embarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentarg Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 TaIun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lemba-ran Nega-ra

Republik Indonesia, 632 1l ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (lembaran NegaE Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 80 Talun
2015 tentanB Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peratura-n Menteri Da-lam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
r 57);

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1173);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6
Tahun 2017 tentang Rencana lnduk Pembangunal
Kepariwisataar Provinsi Jawa Timur Tahun 2O17-
2032 (I-embdran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2017 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Iembararr
Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/E);

Delg.n Persetrlruen Bera&ma
DESAIT PERWN{If,A^!T RAITYAT DAERAII KOTA BATU

dan
WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAER.AII TENTAITG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN I'MUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu,
3. WaIi Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Batu.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kepa-riwjsataan .
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6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selaljutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masya-ralat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiona.l
yarg diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau ya]1g disebut
dengal narna lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Wisata adalah kegiatan pelalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata
yang dikunjungi dalam waktu sementara-

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanal yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,
dan Pemerintah Daerah.

11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif
yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa
dan didukung dari berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat setempat, maupun
pengusa}a mitra desa wisata.

12. Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata atau
disebut pula destinasi pariwisata yang
mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, al<sesibilitas, yang disajikan dalam
suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu
dengal nilai, norma, tata cara darl tradisi yang berlaku
dan telah dilembagakar.

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiLiki
keunrkan, keindahan, dan nilai yang ada di desa
berupa kealekaragamal kekayaan a1am, budaya, dan
hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau
tujuan k unj ungan wisatawan.

14. Pengetola Desa wisata adalah kelompok masyarakat
atau lembaga masyarakat setempat/Badan
Usaha/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah sebagai pihak yang bertanggung ja$.ab
mengelola Desa wisata.

15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

16. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang, sekelompok
orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan
usa-ha pa-riwisata di desa &isata.
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17. Kawasan Desa Wisata adalah kawasan yang terdiri dari
2 (dua) desa atau lebih yang memiliki potensi dan
sumber daya serta berpeluang untuk pengembangan
ka*'asan pariwisata.

BAB II
ASAS, FI'NGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Desa wisata berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat
untuk mengembangkan potensi pa-riwisata dan terciptanya
sapta pesona di desanya bagi pemenuhal kebutuhan
jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan yang
mengintegrasikan potensi kekayaan alam, budaya, dan
hasil buatan manusia sesuai dengan perencanaan
Pembangunan Daerah.

Baglan Ketlga
Tujuan

Pasal 4

Pembalgunan dan Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
a meningkatkarr kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat desa melalui pengelolaan potensi yang
dimiliki oleh desa;

b. menggerakkar perekonomian masyarakat desa;
c. mendorong terbentuknya identitas Desa melalui

penguatan ka-ral<ter yang berkebudayaan dan
berkualitas;

d. meningkattan pemerataan dan distribusi pariwisata ke
desa;

Baglan Xesatu
Agac

Desa Wisata diselenggarakal berdasarkan asas:
a. gotong royong;
b. kekeluargaan;
c. edukasr;
d partisipatit
e. kemandirian;
f. bertanggung jawab; dan
g. berkelanjutan.

Baglan Nedua
FungEl
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e. mengintensifkan komunikasi dua arah antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam
pengelolaan pembangunan pariwisata di desa secara riil
dan terpantau; dan

f. membangun kesadaran kolektif diantara para pelaku
pariwisata di desa

Pasal 5

Rua-ng lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. prinsip penyelenggaraan Desa wisata;
b pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
c. kawasan Desa Wisata;
d. penetapan Desa Wisata;
e. kelembagaan pengelola Desa Wisata;
f. usaha pariwisata desa;
g. promosi Desa wisata;
h. kewenangan, hak, kewajiban, dar larargan;
i. peral serta masyara]<at;
j. penghargaan;
k koordinasi:
l. keda sama;
m. pembinaan dan pengawasan:
n. pendanaan;
o. evaluasi; dan
p- sanksi administratif.

BAB III
RUA.I'IG LINGKT'P

BAB IV
PRII{SIP PEITTELENGGARAAIT DESA WISATA

Pasal 6

Desa wisata diselenggarakan dengan prinsip:
a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
b. memanfaatkan kearifan loka.l, sarana dan prasarana

masyarakat Desa;
c. mengembalgkan produk/jasa wisata desa;
d. memanfaatl<an teknologi informasi;
e, menjalin hubungan timbal balik antara wisatawan dan

masyarakat Desa;
f. menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
g. menjamin kelestarian alam, nilai nilai budaya lokal,

norma, dan adat istiadat.
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BAB V
PEMBANGUT{AN DAI{ PENGEMBAITGAN DESA WISATA

Pasal 7

Pembalgunal dal pengembangan Desa Wisata merupakan
bagian integral dari rencana pembangunan Daerah dan
mengacu kepada rencana induk pembangunan
kepariwisataan nasional dan provinsi.

Pasal 8

Komponen pembangunan dar pengembangan Desa Wisata
meliputi:
a. daya tarik Desa Wisata;
b. kelembagaan Desa Wisata;
c. pemasaran dan promosi Desa Wisata; dan
d. fasilitas penunjang Desa Wisata.

Pasal 9

Jenis desa wisata meliputi:
a desa wisata berbasis sumber daya alam;
b desa wisata berbasis sumber daya budaya tokal;
c. desa wisata buatan/kreatif; dan
d. desa wisata berbasis kombinasi.

Pasal 10

Kriteria Desa ya-ng dapat dikembangkan sebagai Desa
Wisata adalah:
a. memiliki potensi daya tarik wisata;
b. memiliki kom unitas/ penggiat pa-riwisata;
c. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat

dalam aktivitas pengembangan Desa wisata;
d. memiliki kelembagaal pengelolaan;
e . memiliki fasilitas dan s.rrErna prasarana untuk

mendukung kegiatan wisata; dan
f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar

u.isatawan.

Pasal 11

Sasaran pembangunan dan pengembangan Desa Wisata
meliputi:
a. terbentuknya pembangunan Desa Wisata berkelanjutan

berlandaskan pada identitas dan karakter masydakat
Desa;

b. terbangunnya lanskap Desa Wisata;
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c. terciptanya pengelolaan Desa Wisata yang mandiri
untuk mengembangkan potensi desa berdasarkal
kearifan lokal; dan

d. teru.uJudnya destinasi pariwisata berlandaskan
agrowisata dan keanekaragaman hayaLi.

Pasal 12

Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat
melibatkan badan/lembaga/organisasi yang bergerak di
bidang kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Desa dan dikomunikasikan kepada Pemerintah
Daerah melalui Dinas.

Pasal 13

(1) Kategori pemban nan dan pengembangan Desa
Wisata adalahl
a. rintisan;
b. berkembang;
c. maju; dan
d. mardiri

(2) Kriteria pembangunan darr pengembangan Desa Wisata
rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. masih berupa potensi yang dapat dikembaagkan

untuk menjadi destinasi pariwisata;
b. pengembangar sarana prasar€ura pariwisata masih

terbatas;
c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang

berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata

belum tumbuh;
e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah,

Pemerintal Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau
lembaga non Pemerintah;

f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan
Desa Wisata; dan

g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.
(3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata

berkembang sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:
a. suda-h mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat

sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarEma

dan fasilitas pariwisata;
c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaar dal

aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata

sudah mulai tumbuh:
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e. masih memerlukan pendarnpingan dari Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daeral, dan/atau lembaga
non Pemerintah;

f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan
Desa Wisata; dan

g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem
pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli
desa.

(4) frriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata
maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi

pariwisata termasuk pengembangannya;
b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal

dan banyak dikunjungi oleh u.isatawan, termasuk
wisatawan mancanegara;

c. sarana prasarara dar fasilitas pariwisata sudah
memadai;

d. masyarakat sudah berkemampuan untuk
mengelola usaha pariwisata melalui
badan,/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang
kepariwisataan;

e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkar
dana desa untuk pengembargan Desa wisata; dan

f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak
pada peningkatan ekonomi masya-rakat di desa dan
pendapatan asli desa.

(5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata
mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam

pengembangar potensi pariwisata desa menjadi
unit kewirausalraan yang maldiri;

b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal
oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep
keberlanjutan yarg dial{ui oleh dunia;

c. sarara dar prasarana sudah mengikuti standar
intemasional minimal ASEAN;

d. pengelolaan Desa wisata sudah dilakukan secara
kolaboratif antar pemangku kepentingal sudah
bedalan baik;

e. dana desa menjadi bagian penting dalam
pengembalgar inovasi produk w-isata di Desa
Wisata; dan

f. desa sudah mampu memarfaatl<an digitalisasi
sebagai bentuk prcmosi mandiri.
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Pasal 14

(1) Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari
rencana tata ruarg wilayah Daerah.

(2) Pengaturan dan tata cara pembentukan kawasan Desa
Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan WaIi Kota.

BAB VI
XAWASAN DESA WISATA

BAB VII
PENETIIPAIT DESA UISATA

Pasal 15

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan
a. pengusulan Desa wisata;
b. penilaian Desa Wisata; dan
c. penetapan Desa Wisata-

Pasal 16

(1) Pengusutan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15 huruf a dapat d akukan oleh
kelompok/penggiat pariwisata, Badan Usaha Milik
Desa, atau perseorangan melalui kepala desa.

(2) Kepala Desa mengajukan peEnohonan penetapan Desa
Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimala dimaksud pada
ayat (2) dilampiri dokumen pendukung berupa:
a. data profil calon desa wisata;
b. potensi pariwisata ya-ng akan dikembangkar;
c. data potensi kunjungan Desa Wisata;
d. kelembagaan pengelola calon Desa Wisata;
e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
f. data potensi kerawanan dan mitigasi bencana.

Pasal 17

(1) Dinas melakukan penilaian kelayakan atas usularr
Desa Wisata

(2) Penilaian kelayakan sebagai Desa wisata meliputi:
a. daya tarik wisata, kondisi geografis, dan daya

dukung kepariwisataan;
b. ketersediaar inlrastruktur tra.nsportasi, fasilitas

listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, dart
fasilitas telekomunikasr;

c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
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d. kelembagaan pengelola Desa Wisata;
e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
f. kelaya-kan mitigasi bencana

Pasal 18

Pasal 19

(l) Kelembagaan pengelola Desa Wisata dibentuk melalui
musyawarah desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh
masyarakat, dan anggota BPD.

(2) Ketembagaan pengelola Desa Wisata merupakan unit
usaha yang memiliki legaLitas.

(3) Ketembagaan pengelola Desa Wisata harus memiliki
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(4) Kelembagaan pengelola Desa Wisata ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Desa.

Pagal 2O

Ketentuan tentang kelembagaan pengelola Desa wisata
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA

BAB TX

USAIIA PARIWISATA DE,SA

Pasal 21

(I) Usaha pariwisata di Desa Wisata meliputi:
a. jasa makanan dan rninuman;
b. penyediaan alomodasi,
c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dar rekreasi;
d. daya tarik wisata;
e. kawasan pari sata;
f. jasa trarsportasi wisata;
g. jasa peljalanan wisata;
h. penyelenggaraan pertemuan, pelalalan insentif,

konferensi, dan pameran;

(1) Wali Kota menetapkan Desa Wisata dengan
memperhatikan hasil penilaial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2)

(2) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian,

dan penetapan Desa Wisata diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Wali Kota.
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i. jasa prarnuwisata;
j. wisata lirta;
k. jasa informasi pariwisata;
L jasa konsultan pariwisata; dan
m. spa.

(2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan
kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 22

(1) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa
setempat dalam memberikan rekomendasi kepada
pengusaha pariwisata desa untuk mendaftarkal
usahanya kepada Dinas guna mendapatkan Talda
Daftar Usaha Padwisata.

(2) Pengusaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya harus:
a. melibatkan usaha kecil dal menengah setempat

sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan bisnis masyarakat;

b. berbasis padat karya, memalfaatl{an tenaga keda
masyarakat desa setempat dalam pengembangan
pariwisata desa sehingga dapat mengentaskan
kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial
serta dapat meningkatkan taral perekonomian dan
pemerataan perekonomian;

c. menggunakan bahan bal<u lokal untuk memberikan
nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan
menguatkan citra lokal;

d menjaga lingkungar da-ri pencema.ran dan
eksplorasi sumber daya lokal; dan

e. memberikan peluang keda dart peluang usaha bagi
masyarakat desa setempat.

(3) Pemerintah Desa mengutamakan pengusaha dari
masya-rakat setempat dalam pengelolaan usaha
pariwisata desa.

(4) Pemerintah Desa dapat membenkal izin pengelolaan
desa wisata kepada pihak Lain dengan ketentuan
khusus yang diatur dengan Peraturan Desa.

(5) Pemerintah Desa berkewajiba-n melaporkan aktivitas
Desa Wisata kepada Wati Kota melalui Dinas.

(6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
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BAB X
PROIIOSI DESA WISATA

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelen araan
promosi Desa Wisata.

(2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian
integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah-

(3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata,
Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi
Pariwisata Daerah.

(4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata,
pengelola Desa Wisata dapat melalukan jejaring wisata
dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata mempunyai tuJuan
meningkatkan citra Desa Wisata dan meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawar.

BAA XI
KEWEI{AI|GA.IT, IIAX, KEUIAJIBAI{, DAN LARAITGAI{

Bagian kesatu
Kewenangan

Pasal 25

Pasal 26

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 25 meliputi:
a. menyusun dan menetapkar Rencana Detail

Pembargunan DarI Pengembargar Desa Wisata;
b. menetapkan Desa Wisata dengan Keputusan Wali

Kota;
c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa

Wisata;
d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata

dar produk pariwisata desa;
e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Desa

Wisata;
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f- menyelenggarakal pelatihan dan penelitian
kepariwisataan daerah;

g. memelihara dan melestarikan daya tarik Desa
Wisata;

h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadaJ
wisata; dan

i mengalokasikan anggaran pembangunan Desa
Wisata

(2) Kewena-ngan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 25 meliputi:
a. mengusulkan Rencana Detail Pembangunan Dan

Pen gembangan Desa Wisata;
b. mengusulkan Desa Wisata kepada Pemerintah

Daerah;
c. mengatur penyelenggaraan dafl pengelolaan Desa

Wisata;
d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata

dan produk pari*.isata desa;
e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Desa

Wisata;
f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian

kepariw isataan desa;
g memelihara dan melestarikan daya tarik Desa

Wisata;
h. menyelenggaralar-r bimbingan masyarakat sadar

wisata; dan
i. mengalokasikan anggaran pembangunan Desa

Wisata

Baglan Kodua
Hak

Pasal 27

(1) Hak Pemerintah Desa adalah menerima laporal
pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin
setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk setragai
Pendapatan Asli Desa-

(3) Tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa
wisata sebagai Pendapatan Asli Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Wa]i Kota.

Pasal 28

Setiap anggota masyarakat Desa wisata berhak:
a. memperoleh kesempatan untuk terlibat dan

berpartisipasi dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
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b. melakukan kegiatan usaha pari\ isata desa, baik secara
indi\.idu atau kelompok keia; dan

c. memperoleh manfaat sebagai akibat ditetapkannya
Desa Wisata.

Pasal 29

Setiap wisata\tr ar /pen gunj ung Desa Wisata berhak:
a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya

Tarik Desa Wisata;
b. memperoleh pelayanan wisata yang berkualitas; dan
c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Setiap pengusaha pariwisata desa berhak:
a. mendapatkan kesempatan yang sarna dalam berusaha

di bidang usaha pariwisata desa; dan
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi

kepariwisataan .

Pagal 31

Setiap pengelola Desa wisata berhak:
a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam

pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; dart
b. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundal g- undangan.

Baglan Ketlga
KewaJiban

Pasal 32

(l) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menyediakan informasi pariE'isata desa, serta

keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b. menciptakan iklim .yang kondusif untuk

perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi
terbukanya kesempatan yang sama dalam
berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepasLiar
hukum;

c. memberikan pengakuan atas kepemilikal
masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan
budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi
dan kekayaan budaya daerah sebagai aset
pari\r,isata;

d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan
aset-aset yang menjadi daya tarik w-isata desa dan
aset potensial;
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e. membina dan melestarikan nilai sosial, budaya,
dan lingkungan alam setempat;

f, memberdayakan masyaraJ<at setempat da-lam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

g. mengembangkan perekonomian masyarakatmelalui
perluasan kesempatan usaha dar ke5a di bidang
pariwisata desa;

h. menjalin darl mendorong kerja sama serta
koordinasi dengan seluruh pema-ngku kepentingal
pariwisata desa;

i. mendorong kemitraal usaha pariwisata desa;

1. menyelesaikal perselisihan usaha pariwisata desa
secara musyawarah dan kekeluargaan;

k. memberikan kemudahan regulasi dan
pendampingan bagi pembangunan dan
pengembargan Desa Wisata;

I. mempromosikan produk khas dan potensi daya
tarik Desa Wisata; dan

m. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi
kegiatan Desa Wisata dalam mencegah darl
menanggularlgi dampak negatif .

(2)Dalam melal<sanal<an kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
bekerja sama dengan Pemerintal: Desa, Pengelola Desa
Wisata, dan/atau pihak swasta, akademisi, dan media.

Pasal 33

Pemerintah Desa berkewajiban :

a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;

b. memelihara ketentraman dal keterLiban da-lam
penyelenggaraan Desa Wisata;

c. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi
dengar seluruh pemangku kepentingan Desa Wisata;

d. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa
secara musyawarah dan kekeluargaan;

e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat desa;

f. memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Desa Wisata;

g, mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; darr

h. memberikan informasr kepada masyarakat tentang
pengembangan Desa Wisata.

Pasal 34

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:
a. menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
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b, menjaga dan mengelola kelestarian alam;
c. menjaga nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat

istiadat; dan
d. membantu terciptanya suasara allran, tertib, bersih,

dan berperilaku santun.

Pagal 35

Setiap wisatawan/pengunjung berkewajiban:
a. menjaga darl menghormati nilai-nilai bud a lokal,

norrna, dan adat istiadat;
b. memelihara kelestarian alam; dan
c. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Desa

Wisata.

Pasal 36

SeLiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal,

norma, dan adat istiadat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung

jawab;
c. memberikan pelayanan yang sesuai standar darr tidak

diskriminatif,
d. memberikan kenyamanan, keramahan, keamaaan, dan

keselamatan wisatawan;
e. mengasuransikal usaha pariwisata yang beresiko

tinggi dan memberikan perlindungan asuransi bagi
wisatawan;

L mengembangkar kemitraan dengan usaha mikro, kecil,
menengah, koperasi setempat, dan/atau usaha skala
besar;

g. memberikar kesempatar kepada tenaga kela lokal dan
mengutamakan penggunaan produk lokal;

h. meningkatkan kompetensi tenaga kela melalui
pendidikan da-n pelatihan;

i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana dan
prasarana Desa Wisata, serta program pemberdayaan
masya.rakat;

j. memelihara kelestarian lingkungan alam dal budaya;
k. menjaga citra baik kegiatan usaha pariwisata desa

secara bertanggung jawab; dan
I menerapkan stardar usaha pa-riwisata desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengelola Desa Wisata berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal,

norma, dan adat istiadat;
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b. memberikan informasi ]-ang akurat dan bertanggung
lawab;

c. memberikan pelayanan yang sesuai standar dan tidak
diskriminatif;

d. memberikan kenyamalal, keramahan, keamanan, dan
keselamatan wisatawan;

e. mengembangkal kemitraan dengan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi setempat, atau usaha lain;

f. memberikan kesempatan kepada tenaga keda lokal dan
men gu tamakan penggunaar produ k lokal;

g. menjaga citra baik Desa Wisata secara bertanggung
jawab;

h. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, dan

Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan
pengembangan Desa Wisata; dan

j. mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang
diperoleh dari penyelenggaraan Desa Wisata sebagai
Pendapatar Asli Desa untuk pembangunan dan
pengembangan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Desa.

Baglan I(eempat
Larangan

Pasal 38

(1) Setiap orang dilararg merusak sebagian atau seluruh
fisik daya tarik wisata.

(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna,
bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan
lingkungan, memindahka-n, mengambil,
menghancurkan atau memusnalkan daya tarik Desa
wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya
keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya tarik
Desa Wisata.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAI(AT

Pasal 39

(l) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam
proses pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berupa pemberian saran, pertimbangan,
pendapat, targgapan, masukan terhadap
p€mbangunan dan pengembangan, irformasi potensi
dan masalah, serta rencana pengembangan Desa
Wisata.
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(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masuka-n
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Pengelola Desa wisata

BA3 XIII
PEITGIIARGAAN

Pasat 40

(l) Pemerintah Daeral memberikan penghargaan kepada
perseorangan dan/atau orga-nisasi yang berprestasi
dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

(2)Penghargaan kepada perseorangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kepeloporan
dan pengabdian dalam pembangunan dan
pengembangan Desa Wisata.

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam,
uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali
Kota.

BAA XIV
KOORDINASI

Pasat 41

(l) Dalam meningkatkan pembangunan dan
pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah
melalui Dinas melakukan koordinasi dalam men.vusun
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa
Wisata.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan
mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

(1) Dalarn pembanguna! dan pengembangan Desa Wisata,
pengelola dapat metakukan Keia sama dengan pihak
lain melalui Pemerintah Desa.

(2) Kerla sama lintas pemerintal daerah dilakukar oleh
penSelola Desa wisata melalui Pemerintah Daerah.

(3) Keda sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) darl
ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangal.
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(a) Ke{a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukarr dengan:
a. Kementerian/l€mbaga;
b. Pemerintah Daeral lain;
c. Pemerintah Desa lain, dan/atau
d. pihak ketiga.

(5) Bentuk ke{a sama yang dilak-ukan dalam
pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat
berupa:
a. bantuan pendidikan dan pelati}lan;
b. baltuan sarana dan prasarana;
c. sistem informasi;
d. pengembalgan produk pariwisata;
e promosi dan pemasaran; darr
f. kerla sama lainnl'a.

Paaal 43

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dar pengawasan
terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.

(2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dapat didetegasikan kepada
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kepariwisataan .

(3) Mekalisme atau tata cara pembinaan dan pengawasar
sebagaimara dimaksud pada ayat (I) diatur lebih larjut
dalam Peraturan wali Kota.

BAB XVI
PEMBII{AAN DAN PENGAWASAN

BAB XVII
PEIIDA.ITAAI{

BAB XVIII
EVAIUASI

Pasal 44

(1) Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber darii
a. APBD Kota
b. APB Desa; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perunda-ng-undangan.

Paaal 45

(l) Semua Desa wrsata yang sudah ada sebelum
diundalgkalnya Peraturan Daerah ini, dalam jangka
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waktu paling lama 1 (satu) tahun, agar menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Dinas melakukan evaluasi terhadap keberadaan Desa
Wisata paling lama 1 (satu) tahun dan melaksanakan
peninjauan uLang secara rutin 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Dinas melakukan pendampingan kepada pengelola
Desa Wisata pada saat menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XD(
SANKSI ADMIIIISTRATIF

Pasal 46

(l) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi
berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan
mengenai hal yang harus dipenuhi.

(2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tidat mematuhi teguran
tersebut maka, wisatawan yang bersangkutan dapat
diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

P^Bal 47

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; dar
c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
d. pencabutan ijin usaha.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimalsud pada ayat [2)
huruf a dikenal<an kepada pengusaha pating banyak 3
(tiga) kali.

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha setragaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakar kepada
pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi pembekuan sementara kegat usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikenaka-n kepada pengusala yalg tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4).

{6) Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),
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Pa.al 48

(1) Setiap Pengelola Desa Wisata yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud datam Pasal 37
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1) berupa:
a- teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; dar
c. penghentian sementara kegiatan usaha.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dima.ksud pada ayat (2)

huruf a dikenakan kepada pengelola paling banyak 3
(tiga) ka.li

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenalan kepada
pengelola yalg tidal< mematuhi teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikenakan kepada pengelola yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4).

(l) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bular atau denda paling banyak Rp50.000.0OO,OO (lima
puluh juta rupiah),

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

{3) Tindak pidana selain yang dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku
ketentuan Undang-Undang tentang Lingkungan,
Undang-Undang Cagar Budaya, dan Undang-Undang
terkait lainnya.

BAB XX
KETENTUAJT PIDANA

BAB XXI
KETEI| TUA PENIITUP

Peratura! wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan
DaeraL ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 51

Peraturan Daerah
diundangkan,

ini mulai berlaku pada targgal

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam l€mbaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanegal I Jdr 2021

Diundangkan di Batu
pada tanggal I Jrr\ 2021
SEKRETARIS DAERAII KOTA BATU,

ZADIM EF.FISIENSI

WAI,I KOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO

LEMBARAN DAERAH KorA BATU TAHUN 2o2l NoMoR l/€
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA IATU NOMON 75. I /TO21
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I

PEI{JELASA.IT
ATAS

PERATI'RAN DAERAII KOTA BATU
NOMOR I TAHI'N 2021

lEITTAITG
DESA WISATA

UMUI[
Ragam potensi bidang seni, budaya, dan kondisi alam yang

dimiliki desa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupal<arr
sumber daya dan modal utama pembangunan dan pengembargan
kepariwisataan daerah untuk peningkatan kesejahteraan darl
kemakmuran rakyat. Kepariwisataan di Desa dewasa ini mengalarni
perkembargan sejalal dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
untuk menggali potensi kepari\.isataan yang ada di Desa. Potensi
sumber daya da:r modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan
secara optimal melalui penyelenggaraal pariwisata alternatif.
Pembalgunan dan pengembangan Desa Wisata merupakan salah
satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi pafiwisata
maupun pemerataan usaha pariwisata daerah-

Desa wisata umumnya merupakan kawasar pedesaar yang
memiliki beberapa karakteristik khusus yalg layak untuk menjadi
tujuan wisata. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada asas
gotong royong, kekeluargaan, edukasi, partisipatif, kemandiriar,
bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam rargka pengelolaan
Desa Wisata maka masyarakat harus diberi peluang untuk berperan
serta, baik sebagai pelaku usaha kepariwisataar maupun daLam
rangka ikut mengawasi pelaksalaan pengelolaan Desa Wisata.
Melalui pembalgunan dan pengembangan Desa Wrsata, maka
upaya untuk meningkatkal percepatan pembangunal desa,
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraar masyarakat desa,
akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun
kemandirial dalam pengentasal kemiskinan dan pembangunan
desa yang berkelanju tan,

Kota Batu sebagai daerah yang memiliki komitmen
membangun desa wisata yarg menyeluruh, perlu menciptakan iklim
yang kondusif dalam rarlgka memenuhi tuntutan perkembangan
lingkungan sfategis wilayah pedesaan. Berdasarkan latar belakang
dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Batu
memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum
dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan
Daerah tentang Desa Wisata-

Pasal 1

Cukup je1as.

Pasal 2
Huruf a
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Yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah rasa
kebersamaan masyarakat dengan cara bekerja bersama-
sama tolong menolong, dan bantu-membartu satu sama
Iain membangun darr mengembangkan desa wisata.

Hur-uf tr
Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah rasa
kebersamaan masyarakat dalam bentuk interaksi anta-r
manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan
terhubung satu saIna lain dalam rangka membangun dan
mengembangkan desa wisata.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas edukasi adalah bahwa semua
jenis usaha yalg ada di Desa Wisata harus memberikan
manfaat edukasi/pembetajaran bagi seluruh komponen
masyarakat dalam pembarlgunan dan pengembangan desa
wisata.

Huruf d
Yar-tg dimaksud dengan asas pa-rtisipatif adalah
keikutsertaa-n seluruh komponen masyarakat untuk
berperan serta aktif dalam pembangunan dan
pengembangan desa wisata.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah
masyarakat Desa Wisata dapat mandiri dar meningkatkar
perekonornian masyara-Irat sehingga mampu bersaing
dengal masyarakat pada sub sel,itor lainnya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas bertanggung jawab adalah
berkewajiban menanggung segala sesuatu berkenaan
dengan pembangunan dal pengembangar desa wisata, bila
teqadi hal negatif sebagai konsekuensi atas perbuatan
yang telah dilatukannya, sehingga bersedia dituntut,
dipersalahkan, dan diperkarakan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah upaya
pemba-nguna-n dan pengembalgar desa \dsata yang
berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3
Sapta Pesona merupakan konsep sadar wisata dengan
dukungan perai serta masyarakat sebagai tuan rumah
destinasi, dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana
kondusif, yang marnpu mendorong tumbuh dan
berkembangnya industri paau.isata melalui 7 (tujuh) unsur
yakni: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan
Kenangan.

Pasal 4
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan kesadaran kolektif adalah suatu
konsensus (kesepakatan) masyarakat yang mengatur
hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang
bersangkutan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a

Cukup jetas.
Huruf b

Cukup jetas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa lndonesia, yang
dimaksud dengan Teknologi InJormasi adalah penggunaan
teknologi seperti komputer, eleldronik, dar telekomunikasi
untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam
bentuk digital. Contohrya adalah penggunaan media
sosial, radio, televisi, dan sejenisnya untuk kepentingan
pembangunan Desa Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan menjalin sinergitas adalah proses
kolaborasi atau interaksi yang menghasilkan
keseimbangan yang harmonis sehingga bisa mencapai
tujuan bersama.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jetas
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Huruf d

Fasilitas penunjalg Desa Wisata adalah semua sarana dan
prasarana yang tersedia dan menunjalg Desa Wisata.
Contohnya aksesibiltas, akomodasi, pemanduan, dan lain
sebagainya.

Pasa.l 9
Huruf a

Desa Wisata berbasis sumber daya a.lam yaitu Desa Wisata
yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik wisata
utama. Contohnya pegunungan, sumber mata air, sungai,
air telun, kawasan hutan, dar berbagai bentuk bentang
alarn yang unik lainnya.

Huruf b
Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal yaitu Desa
Wisata yang menjadikal keunikan adat tradisi dart
kehidupan kesehariar masyarakat menjadi daya tarik
wisata utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi
maupun bentuk aktifitas lainnya.

Huruf c
Desa Wisata buatan/kealif yaitu Desa Wisata yang
menjadikan keunikan aktifrtas ekonomi kreatif dari
kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik
berupa kerajinan, maupun aktihtas kreatif lainnya yalg
menjadi daya tarik wisata utama.

Huruf d
Desa Wisata berbasis kombinasi merupakal Desa Wisata
yang mengkombinasitan antara satu atau lebih daya Tarik
wisata yang dimiliki seperli alam, budaya, dan kreatif.

Pasal 10
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Humf c

Cukup jelas
Huruf d

Maksud memiliki kelembagaan pengelolaa:r adalah suatu
integasi antara Pemerintah Desa, organisasi, pelaku
wisata, peraturan, dan teknis pelaksanaan, yarrg
berlangsung secara terus menerus agar tujuan Desa Wisata
dapat tercapai.

Halaman 27 dari 34 hlm.
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Huruf e

Maksud memiliki fas.ilitas dan sarana prasarana untuk
mendukung kegiatan wisata adalah fasilitas penunjang
akan membantu untuk memudahkan kegiatan pariwisata
yang dilakukan oleh wisatawar di lingkungan Desa Wisata.

Huruf I
Maksud memiliki potensi dan peluang pengembangan
pasar wisatawan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh
Desa Wisata, yang dapat menarik w-isatawan untuk
berkunjung.

Pasal 1 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Lanskap Desa Wisata adalah tata ruang desa wisata.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud pariwisata berlandaskan agrowisata dan
kealekaragaman hayati adalah pariwisata yang
memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek
wisata.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cul':up jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas-

Huruf d
Kolaboratif anta-r pemangku kepentingan adalah pola
hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih darl
satu pihak yang berkepentingan.

Huruf e

lnovasi produk adalah menciptakan produk ba,ru yang
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan
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konsumen sehingga muncul minat beli terhadap
produk tersebut, yang diharapkar dapat
direalisasikan melalui keputusan pembelian.

Huruf f
Desa sudah mampu memanlaatkan digitalisasi
sebagai bentuk promosi mandiri yaitu dengan
menggunakan media cetak maupun media massa
dan/atau media sosial untuk menarik minat
wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata.

Pasal 14
Ayat (1)

Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari
rencana tata ruang wilayah Daerah yang ditetapkar
dengan Keputusar Wali Kota.

at 12)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang
memiliki keunikan, keindahan, dal nilai berupa
keanekaragaman kekayaal alarn, budaya, dan hasil
buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan
kunjungan wisatawan.
Kondisi geografis adalal suatu keadaan alam yang
terjadi pada permukaan bumi di wilayah desa wisata-
Daya dukung kepariwisataan adalah kemampuan
suatu desa wisata untuk mene.ima wisatawan.

Huruf b
lnfrastruktur transportasi adalah Jaringan jalan raya
termasuk jembatan, terowongan, dan infrastruktur
pendukungnya seperti lampu ja-lan, rainbu lalu lintas,
trotoar, dan sebagainya.
Fasilitas listrik adalah jaringan tenaga listrik,
temasuk pembangkit listrik dan jarirlgarr kabel
listril<.
Drainase adalah pembuangan massa air secara alami
atau buatan dari permukaan atau bawah perrnukaar
dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan

Haldmar 29 da 34 hlm.
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Cukup jelas.



Pasat 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat ( 1)

Cukup jetas,

Ayat (2)

Yang dimaksud memiliki legalitas adalah memiliki izirr yang
sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang
dijaLankan sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan 'usaha penyediaan
akomodasi" adatah usaha yang menyedial{an
pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan
pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaal
akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata,
bumi perkemahan, persinggahan, karavan, dan

Halaman 30 dari 3,1 hlm

dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau
menga-lihkan air di wilayah Desa Wisata-
Pengolahan limbah adalah proses penghilangan sisa
produksi yang tidak bem ai dari air limbah atau
limbah rumah tangga di kawasan Desa Wisata.
Fasilitas telekomunikasi adalah penyedraal teknologi
yang berhubungal dengan pengambilan,
pengumpulan, pengolahan, penyimpangan,
penyebarar, dan penyajia:r informasi.

Hurul c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukupjelas.

Huruf e
Cukupjelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
resiko (kemungkinal kejadiaa yang merugika-n) akibat
bencana yang terjadi



akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan
pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Yang dimal<sud dengan 'usaha jasa transportasi
wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan
angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan wisata,
bukan arrgkutan transportasi umum.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan
pertemuan, peialanan insenLif, konferensi, dan
pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi
suatu pertemuan sekelompok orang,
menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan
mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta
menyelenggarakan parnerar dalam ralgka
menyebarluaskan informasi dan promosi suatu
barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan
internasiona.L

Huruf 1

Yang dimaksud dengan nusaha jasa pramuwisata'
adalah usaha yarg menyediakan dal/atau
mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk
memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau
kebutuhan biro perjalalan wisata.

Hurufj
Cukupjelas

Huruf k
Cukup jelas

Humf I
Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan
pariwisata" adalah usaha yang menyediakan saran
dan rekomendasi mengenai studi kelayakal,
perencanaan, pengelolaan usaha, penelitial, dan
pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf m
Cukup jelas

Ayar l2l
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.
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Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup Jetas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal2T
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a

Cukup jetas.

Huruf b
Memperoleh pelayanan wisata yang berkuatitas yaitu suatu
cara yang dilakukar oleh individu/seseorang di dalarn
memenuhi kebutuhan wisatawan dengan mencurahkarr
segenap kemampuan, perasaan dan keterampilan yang
dimilikinya sehingga tercapai kepuasar wisatawan.
Kua.litas layanan dapat meliputi 5 (lima) indikator, yaitu
kenampakan fisik, terukur, daya tanggap, jaminan, dan
empati.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasat 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukupjelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
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Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf j

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas
Huruf I

Cukupjelas
Huruf m

Maksud da-ri kata menanggul,angi dampak negatif
adalah upaya mengatasi dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)

Orgaaisasi yang dimaksud dapat berupa organisasi
pemerintah atau non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 35
Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (51

Cukup jelas.

Pasal 4l
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

PaMI 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasa.l 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.
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